
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut:  

1. Video game sebagai karya seni digital yang termasuk ke dalam salah satu produk 

dari industri hiburan tidak dapat dipandang sebelah mata dan sangat layak untuk 

diberikan perlindungan hukum. Video game telah memenuhi tiga unsur dari ciptaan 

yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu mengandung unsur ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra, oleh karena itu video game menjadi salah satu dari jenis ciptaan 

yang diberikan perlindungan hukum oleh UU Hak Cipta. Subjek yang diberikan 

perlindungan hukum adalah pencipta dari video game yang bersangkutan atau 

disebut juga sebagai developer video game, sedangkan objek yang diberikan 

perlindungan hukum adalah ciptaan yaitu video game yang dihasilkan oleh 

developer video game. 

 

Perkembangan video game yang pesat menjadi faktor pendorong yang 

menyebabkan video game dapat bersaing, bahkan mengalahkan beberapa produk 

lain dari industri hiburan. Perkembangan video game ini berjalan selaras dengan 

terus berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan diciptakannya 

video game yang lebih bervariasi dan memiliki fitur yang semakin lengkap. Tidak 

hanya menjadi sarana pembuatan video game, perkembangan teknologi informasi 

juga menjadi faktor yang menyebabkan dimungkinkannya terjadi perdagangan 

video game secara daring atau online yaitu melalui transaksi elektronik di mana 

penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan jual beli tanpa harus bertemu secara 

langsung. 

 

Daya saing tinggi yang dimiliki video game menyebabkan video game menjadi 

salah satu faktor pendorong perekonomian bangsa Indonesia dalam kategori 

industri hiburan. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap video game 

menjadi penting karena tanpa adanya perlindungan hukum maka developer video 



 

game akan terus dirugikan dengan dilakukannya pembajakan terhadap video game 

ciptaan nya dan hal ini berpotensi menyebabkan menurun nya kualitas dari video 

game di masa depan karena developer video game merasa hak ekonomi nya tidak 

dilindungi secara hukum di mana hal ini juga dapat menyebabkan hilang nya salah 

satu dari pendorong perekonomian bangsa Indonesia. 

 

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta berfokus kepada 

memberikan hak eksklusif yang berperan sebagai penghargaan kepada pencipta 

karena telah menghasilkan suatu ciptaan. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak 

ekonomi dan hak moral yang secara otomatis diperoleh developer video game 

setelah selesai menciptakan video game tanpa harus terlebih dahulu mendaftarkan 

ciptaannya, melainkan berlaku secara otomatis setelah dilakukan pengumuman atas 

video game tersebut. 

 

Hak Cipta atas sebuah video game dapat dialihkan sehingga orang lain selain 

developer video game tersebut dapat memperoleh hak eksklusif atas video game 

tersebut. Namun yang beralih hanya hak ekonomi untuk memanfaatkan video game 

tersebut untuk kepentingan ekonomi saja diikuti dengan pembayaran royalti kepada 

developer asli dari video game tersebut, sedangkan hak moral tidak ikut beralih. 

Proses peralihan Hak Cipta hanya perlu dilakukan apabila perlindungan Hak Cipta 

atas video game tersebut masih berlaku, karena perlindungan yang diberikan kepada 

ciptaan berupa video game hanya berlaku selama 50 tahun. 

 

Semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan pemerintah 

memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran konten 

video game yang dapat dilakukan melalui internet. Selain pengawasan dari 

pemerintah, masyarakat juga dapat melakukan pelaporan terhadap tindakan 

pembajakan video game kepada Menkominfo untuk selanjutnya diproses sampai 

dengan penutupan situs internet yang diketahui bahwa telah memfasilitasi tindakan 

pembajakan video game tersebut. 

 



 

Penyelesaian perkara pembajakan video game melalui Platform The Pirate Bay 

dapat dilakukan secara perdata, pidana, maupun penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan melalui mediasi ataupun arbitrase. Penyelesaian secara perdata 

dilakukan di Pengadilan Niaga, di mana developer video game berhak meminta 

ganti rugi yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 6 bulan dan juga penghentian 

aktivitas pembajakan atas video game yang merupakan hasil ciptaannya. Sedangkan 

penyelesaian secara pidana dilakukan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan 

prinsip delik aduan yang menyebabkan developer video game harus aktif memantau 

aktifitas pembajakan video game pada Platform The Pirate Bay untuk kemudian 

melakukan pelaporan apabila terjadi pembajakan atas video game ciptaan nya 

sehingga pelaku pembajakan dapat diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. 

Segala peraturan yang telah dibentuk dalam UU Hak Cipta ini tidak hanya berlaku 

bagi Warga Negara Indonesia, sedangkan berlaku juga terhadap Warga Negara 

Asing sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 UU Hak Cipta ini. 

 

3. Dalam UU ITE video game termasuk ke dalam salah satu dari banyak jenis 

informasi elektronik yang terkandung di dalam dokumen elektronik yang 

membutuhkan sistem elektronik untuk dapat mengaksesnya. Video game 

mendapatkan perlindungan hukum dari UU ITE karena termasuk ke dalam 

informasi elektronik yang disusun menjadi sebuah karya intelektual. Perlindungan 

hukum yang diberikan oleh UU ITE menjadi penting karena perkembangan 

teknologi informasi menyebabkan pelanggaran dapat dilakukan melalui internet 

sehingga UU ITE mencoba memberikan pengaturan mengenai berbagai aktivitas 

yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dirasa dapat merugikan orang lain. 

 

Pada UU ITE tidak disebutkan secara jelas mengenai tindakan pembajakan, namun 

beberapa peraturan di dalam nya menyebutkan beberapa tindakan yang mengarah 

kepada tindakan pembajakan, misalnya mengubah, menambah, mengurangi, dan 

memindahkan dokumen elektronik miliki orang lain. Mengingat kemajuan 

teknologi informasi menyebabkan pembajakan dapat dilakukan melalui internet 

oleh siapapun dan dari manapun maka UU ITE ini berlaku untuk semua orang baik 



 

Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang perbuatannya 

menimbulkan kerugian di Indonesia. 

 

Penyelesaian perkara berupa pembajakan video game yang diatur dalam UU ITE 

dapat dilakukan melalui pengadilan, yaitu secara perdata dan pidana, dan juga di 

luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase. Penyelesaian secara perdata dilakukan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di mana developer video game 

mengajukan gugatan dan berperan sebagai penggugat sedangkan pihak yang 

melakukan pembajakan berperan sebagai tergugat dari sengketa pembajakan video 

game yang bersangkutan. Penyelesaian secara pidana diawali dengan adanya 

pelaporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya dilakukan 

penyidikan dengan tujuan memperoleh bukti. Setelah dilakukan penangkapan 

terhadap tersangka maka dapat diadili di pengadilan negeri untuk selanjutnya 

diberikan sanksi sebagaimana telah diatur dalam UU ITE ini. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penulis berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai aktivitas pembajakan video 

game melalui Platform The Pirate Bay dan juga lebih tegas dalam menegakkan 

hukum karena video game memang sangat layak untuk diberikan perlindungan 

hukum. Selain itu developer video game dan juga masyarakat harus turut serta 

dalam melakukan pengawasan dan melakukan pelaporan apabila memang terjadi 

pembajakan video game melalui Platform The Pirate Bay karena tentunya aktivitas 

pembajakan ini bisa terjadi kapan saja. 

 

2. Selain itu juga dari penelitian ini dapat dilihat bahwa UU Hak Cipta dan UU ITE 

memberikan pengaturan terhadap pelanggaran pembajakan video game. Selain 

memberikan pengaturan, UU Hak Cipta dan UU ITE juga memberikan sanksi bagi 

siapapun yang melakukan pelanggaran pembajakan video game seperti yang sudah 

diatur. Sanksi pidana yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut memiliki 

kemiripan karena memang mengatur hal yang serupa sama dalam kasus ini, yaitu 

pembajakan video game, di mana dalam UU Hak Cipta sanksi yang diberikan 



 

adalah hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak empat 

miliar rupiah dan dalam UU ITE hukuman terberat dari pelanggaran pembajakan 

video game yaitu penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak lima 

miliar rupiah.  

 

Apabila memang terdapat ketidak jelasan dalam menjatuhkan sanksi pidana atas 

suatu kasus pembajakan video game maka dapat menerapkan asas Lex specialis 

derogat legi generali di mana peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan 

peraturan yang lebih umum. Asas ini digunakan karena UU Hak Cipta dan UU ITE 

memiliki kedudukan yang setara, sehingga dilihat menurut asas ini maka UU Hak 

Cipta menjadi peraturan yang lebih khusus karena UU Hak Cipta memang secara 

khusus dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta yang 

telah menghasilkan suatu ciptaan dan video game merupakan salah satu ciptaan 

yang sangat layak untuk diberikan perlindungan hukum, sedangkan UU ITE 

dibentuk untuk mengatur segala perbuatan yang berkaitan dengan teknologi 

informasi secara umum atau general. UU ITE juga memberikan perlindungan 

terhadap video game karena seperti sudah dibahas bahwa video game termasuk ke 

dalam informasi elektronik dan juga dalam pasal 25 UU ITE menyebutkan 

mengenai informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dilindungi 

sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. Dapat dikatakan UU ITE menjadi peraturan yang mendukung dan 

melengkapi UU Hak Cipta sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang 

lebih maksimal kepada developer video game dari aktivitas pembajakan video game 

yang dilakukan kepadanya. 
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